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Keberadaan industri pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal memberikan dampak positif dan negatif. 
Dampak positif dari adanya industri ini adalah terciptanya lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat sekitar. Sedangkan dampak negatif merupakan salah satu sumber 
penyebab pencemaran. 
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk dapat mengetahui bagaimana tinjauan 
hukum terhadap dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan 
asap di Desa Pekauman Kulon. (2) untuk dapat mengetahui upaya pengendalian 
dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap dari dinas 
terkait 
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (Field Research), 
dengan pendekatan normatif-empiris, pengumpulan data melalui dokumentasi, 
wawancara dan observasi, sedangkan analisis data menggunakan data bermuatan 
deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) dampak dari pencemaran limbah 
industry ikan asap adalah menyebabkan pencemaran air dan udara. (2) Upaya 
pengendalian dampak pencemaran industri ikan asap yang menimbulkan kerugian 
bagi warga masyarakat dilakukan melalui musyawarah internal antara pengusaha 
ikan asap dan masyarakat, serta dengan membuat izin lingkungan dari Dinas 
Lingkungan Hidup. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 










The existence of smoked fish processing industry in Pekauman Kulon 
Village, Dukuhturi District, Tegal Regency has positive and negative impacts. The 
positive impact of this industry is the creation of jobs for the surrounding 
community. While negative impacts are one of the causes of pollution. 
This study aims: (1) to be able to find out how the legal review of the impact 
of pollution by businesses and / or smoked fish processing activities in Pekauman 
Kulon Village. (2) to be able to know the efforts to control the impact of pollution 
by businesses and / or smoked fish processing activities from the relevant agencies. 
This research is included in the field research (field research), with a 
normative-empirical approach, data collection through documentation, interviews 
and observations, while data analysis uses descriptive qualitative data. 
The results of this study indicate that: (1) the impact of smoke fish industry 
waste pollution is causing water and air pollution. (2) Efforts to control the impact 
of smoked fish industry pollution which causes harm to the community are carried 
out through the role of the internal consultation between smoked fish entrepreneurs 
and the community, and by making an environmental permit from the Department 
of the Environment. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties who need it in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Lingkungan hidup dalam hal ini tempat manusia, hewan, dan tumbuh-
tumbuhan memperoleh daya atau tenaga. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto, 
seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) mendefinisikan lingkungan sebagai 
jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang 
mempengaruhi kehidupan kita.1 Memiliki sebuah lingkungan yang baik dan 
sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana 
dijelaskan dalam pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Bunyi dari pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 : 
“Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh 
pelayanan kesehatan”. 
 
Manusia dalam mempertahankan hidupnya biasanya akan melakukan 
berbagai usaha dan/atau kegiatan, usaha dan/atau kegiatan tersebut ini pasti 
akan menghasilkan berbagai dampak. Dampak disini dapat bernilai positif yang 
berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif 
yaitu menimbulkan resiko yang dapat merugikan masyarakat. Dampak positif 
dari keberadaan industri ini diantaranya untuk memenuhi kebutuhan lapangan 
pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan digunakan sebagai penggerak 
                                                          
1 Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta : Erlangga, 2004, Cet. Ke-
2, hlm. 4. 
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ekonomi.2 Dampak negatifnya, menjadi salah satu penyebab atau pemicu 
terjadinya pencemaran lingkungan.  
Berdasarkan pasal 1 butir 14 Undang-undang No. 32 tahun 2009 
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : 
“Pencemaran adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, 
energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup yang telah 
ditetapkan”. 
  
Secara garis besar, pencemaran dapat dikelompokkan menjadi tiga 
macam/jenis pencemaran, diantaranya sebagai berikut :3 
1. Pencemaran Air,  
Pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya suatu komponen ke dalam 
air oleh kegiatan manusia, sehingga menyebabkan air tidak dapat berfungsi 
sesuai dengan peruntukannya. 
2. Pencemaran Tanah 
Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan makhluk 
hidup lainnya termasuk manusia, kualitas tanah dapat berkurang karena 
proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang, 
selain itu menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan oleh limbah 
padat yang mencemari tanah. Limbah padat dapat berasal dari sampah 
rumah tangga (domestik), industri, dan alam (tumbuhan).  
  
                                                          
2 Aulia dzaki dan Agung Sugiri, “Kajian Ekternalitas Industri Pengasapan Ikan di Kelurahan 
Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara”, Jurnal Teknik PWT, Volume. 4, No. 1, 2015, hlm. 135. 
3Bunga Dyan Anggraeny, “Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri oleh PT. Kertas 
Trimitra Mandiri Terhadap Sungai Cilisungan Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung 
Dihubungkan Dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan, Skripsi Sarjana Hukum, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 
2017, hlm. 51. 
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3. Pencemaran Udara  
Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun 
kegiatan manusia. 
Usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap merupakan kegiatan 
mengolah bahan baku berupa ikan mentah menjadi bahan jadi yaitu ikan asap yang 
memiliki nilai yang lebih tinggi daripada ikan mentah.4 Usaha dan/atau kegiatan 
pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon merupakan jenis usaha dan/atau 
kegiatan berbasis rumah tangga, atau dapat juga disebut usaha rumahan, yaitu usaha 
dan/atau kegiatan sebagai unit-unit konsumtif dan produktif yang terdiri dari paling 
sedikit dua anggota rumah tangga yang sama. Sama-sama menanggung pekerjaan, 
makanan dan tempat berlindung.5 
Usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon 
sudah berlangsung cukup lama karena merupakan usaha yang sudah dijalankan 
secara turun temurun. Proses produksi dari usaha dan/atau kegiatan ini juga masih 
menggunakan cara-cara tradisional. Dilakukan dengan sarana dan prasarana yang 
sederhana yang kurang memperhatikan aspek sanitasi dan kebersihannya, sehingga 
dapat memberikan dampak bagi kesehatan dan juga lingkungan disekitarnya.  
Dampak yang pasti terjadi dari usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan 
asap ini adalah asap. Asap inilah yang dapat memicu atau menyebabkan terjadinya 
pencemaran udara. Pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha 
pengasapan ikan sangat mengganggu lingkungan dan bahkan masyarakat di sekitar 
                                                          
4 Ibid. hlm. 137 
5Kimbal.R.W, “Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil”, Study Kualitatif, Yogyakarta : 
Depublis, 2015, hlm.27. 
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lokasi. Pencemaran udara dihasilkan dari asap selama proses pengasapan. Tidak 
adanya cerobong pembuangan asap berdampak pada polusi udara sehingga 
mengganggu kenyamanan lingkungan sekitarnya.  
Limbah padat (kepala ikan, tulang dan sisa tubuh ikan) dan limbah cair 
(darah, lendir, air sisa pencucian ikan) juga secara tidak langsung dapat 
menimbulkan pencemaran air dan tanah karena dibuang ke aliran sungai, juga 
meresap ke dalam tanah apabila tidak dilakukan upaya-upaya penanggulangan 
pencemarannya. Mengenai usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap di Desa 
Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal hal demikian 
menyebabkan air sungai menjadi bau tidak sedap dan apabila sungai kering, sisa 
potongan ikan memicu timbulnya berbagai jenis hewan yang tidak diinginkan 
seperti lalat.  
Selain daripada itu, lingkungan disekitar usaha dan/atau kegiatan 
pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten 
Tegal terlihat kotor dan kumuh. Dinding ataupun benda-benda disekitarnya 
berwarna kecoklatan dan tidak nyaman untuk dilihat. Sehingga diperlukannya 
upaya-upaya pengendalian untuk dapat mengurangi, menanggulangi maupun 
menjaga lingkungan disekitar usaha dan/atau kegiatan. 
Berdasarkan latar belakang itulah, penulis tertarik untuk melakukan 
Penelitian mengenai Dampak Pencemaran Limbah Industri Ikan Asap 
Terhadap Lingkungan Hidup Di Desa Pekauman Kulon Kecamatan 




B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap dampak pencemaran oleh industri 
pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon ? 
2. Bagaimana upaya penyelesaian dampak pencemaran oleh industri 
pengolahan ikan asap dari dinas terkait ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap dampak pencemaran oleh 
industri pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon. 
2. Bagaimana upaya penyelesaian dampak pencemaran oleh industri  
pengolahan ikan asap dari dinas terkait. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum 
khususnya perkembangan hukum perdata utamanya dalam hukum 
lingkungan.  
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, 
serta sebagai referensi bagi para penulis lain yang akan melakukan 




E. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam 
melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 
digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat 
beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada 
penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan 
penelitian yang dilakukan penulis. 
1. Jessy Adack (2013), Jurnal mengenai Dampak Pencemaran Limbah Pabrik 
Tahu Terhadap Lingkungan Hidup.6 Perbedaan antara penelitian terdahulu 
di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penulis melakukan 
penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum 
terhadap dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan 
asap di Desa Pekauman Kulon, dan juga mengetahui upaya penyelesaian 
dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap 
dari dinas terkait, sedangkan penelitian ini Tujuan dilakukannya penelitian 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari pencemaran limbah 
tahu terhadap lingkungan hidup dan bagaimana penerapan sanksi terhadap 
pencemaran lingkungan hidup dari limbah pabrik tahu. Lokasi Penelitian 
berada di Surabaya. 
2. I Made Ari Permadi dan R.A Retno Murni (2013) dalam jurnal “Dampak 
Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Upaya Penanggulangannya di 
                                                          
6 Jessy Adack, “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup”, 
Jurnal Lex Administratum, volume.1, No.3, juli-september, 2013, hlm. 81. 
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Kota Denpasar”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu 
sama-sama membahas mengenai dampak pencemaran lingkungan yang 
disebabkan limbah. Perbedaanya, penelitian ini membahas mengenai 
dampak pencemaran lingkungan akibat limbah dan sampah di kota 
Denpasar dan upaya pemerintah dalam mencegah pencemaran lingkungan 
hidup, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai bagaimana 
tinjauan hukum terhadap dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan 
pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon, dan juga mengetahui upaya 
penyelesaian dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan 
ikan asap dari dinas terkait.7  
3. Lalu Sabardi (2014) dengan judul “Peran Serta Masyarakat Dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 
2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.8 
Penelitian ini meneliti mengenai Peran Serta Masyarakat Dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang No. 32 tahun 
2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbeda 
dengan peneliti penulis yang membahas mengenai bagaimana tinjauan 
hukum terhadap dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan 
pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon, dan juga mengetahui upaya 
                                                          
7 Murni Retro dan I Made Ari Permadi, “Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah 
Dan Upaya Penanggulangannya Di Kota Denpasar”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Udayana, volume. 01, No. 06, April, 2013, hlm. 1. 
8 Sabardi Lalu, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut 
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, 
Yustisia, Volume. 3 No. 1, Januari, 2014, hlm. 1 
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penyelesaian dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan 
ikan asap dari dinas terkait. 
4. Suciati Alfi Rokhani (2015) dalam Jurnal yang berjudul Pengendalian 
Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolahan Mie Soun 
Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.9 Penelitian ini meneliti tentang 
pengendalian dan kendala apa saja saat dilakukannya pengendalian terhadap 
pencemaran lingkungan akibat limbah industri pengelolaan Mie Soun. 
Penelitian penulis, meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum terhadap 
dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap di 
Desa Pekauman Kulon, dan juga mengetahui upaya penyelesaian dampak 
pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap dari dinas 
terkait. 
5. Dwi Nur Fitriyani, Turtiantoro, Sulistyowati (2017) dalam Jurnal dengan 
Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Dalam Mengatasi 
Pencemaran Limbah Industri Logam, Studi Kasus Industri Logam Di Desa 
Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.10 Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian yang penulis lakukan adalah objeknya. Penelitian ini 
membahas tentang limbah industri logam sedangkan penulis membahas 
                                                          
9 Suciati Alfi Rokhani, “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri 
Pengelolahan Mie Soun Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Jurnal Hukum, Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 1. 
10 Dwi Nur Fitriyani,et.al, “Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Dalam Mengatasi 
Pencemaran Limbah Industri Logam, Studi Kasus Industri Logam Di Desa Pesarean Kecamatan 
Adiwerna Kabupaten Tegal”, Jurnal, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 
2017, hlm. 3. 
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tentang limbah usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap di Desa 
Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
6. Prim Haryadi (2017) dalam Jurnal Konstitusi dengan judul Pengembangan 
Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di 
Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai pengembangan hak gugat 
bagi pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum lingkungan, 
pengembangan pembuktian dalam pengendalian sengketa lingkungan, 
penentuan kerugian dalam perkara lingkungan yang dapat mendukung 
pemulihan lingkungan akibat dari pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan. Tujuan dari penelitian penulis adalah membahas mengenai 
bagaimana tinjauan hukum terhadap dampak pencemaran oleh usaha 
dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon, dan juga 
mengetahui upaya penyelesaian dampak pencemaran oleh usaha dan/atau 
kegiatan pengolahan ikan asap dari dinas terkait.11 
7. Bunga Dyan Anggraeny (2017), dalam skripsi mengenai Tinjauan Yuridis 
Pencemaran Limbah Industri oleh PT. Kertas Trimitra Mandiri Terhadap 
Sungai Cilisungan Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung 
Dihubungkan Dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.12 Penelitian ini bertujuan untuk 
                                                          
11 Haryadi Prim, “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum 
Lingkungan di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume. 14, No. 1, Maret, 2017, hlm. 130. 
12 Bunga Dyan Anggraeny, “Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri oleh PT. Kertas 
Trimitra Mandiri Terhadap Sungai Cilisungan Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung 
Dihubungkan Dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan, Skripsi Sarjana Hukum, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 
2017, hlm. 3. 
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meneliti serta menganalisis peraturan mengenai pencemaran air sungai, 
dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah, dan pengendalian 
yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus pencemaran limbah 
industri PT. Kertas Trimitra Mandiri Terhadap Sungai Cilisungan Di 
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, sedangkan penelitian 
penulis bertujuan untuk membahas bagaimana tinjauan hukum terhadap 
dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap di 
Desa Pekauman Kulon, dan juga mengetahui upaya penyelesaian dampak 
pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap dari dinas 
terkait. 
8. Tedy Ferdyanto Kurniawan (2017) “Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam 
Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo Di Kabupaten 
Sukoharjo”.13 Meneliti tentang Pengendalian Sungai Bengawan Solo Oleh 
Badan Lingkungan Hidup kabupaten Sukoharjo. Penelitian penulis, 
meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum terhadap dampak pencemaran 
oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap di Desa Pekauman 
Kulon, dan juga mengetahui upaya penyelesaian dampak pencemaran oleh 
usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap dari dinas terkait. 
9. Martika Dini Syaputri (2017) dalam jurnal “Peran Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Surabaya dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas”14. 
                                                          
13 Tedy Ferdyanto Kurniawan, “Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian 
Pencemaran Sungai Bengawan Solo Di Kabupaten Sukoharjo”, Jurnal, Universitas Atmajaya 
Yogyakarta, 2017, hlm. 1. 
14 Martika Dini Syaputri, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam Pengendalian 
Pencemaran Air Sungai Brantas”, Jurnal, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, Volume. 
01, No. 02, 2017, hlm. 131. 
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Penelitian ini membahas tentang peranan Dinas Lingkungan Hidup dan 
kendalanya dalam upaya pengendalian pencemaran air sungai brantas di 
kota Surabaya, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana tinjauan 
hukum terhadap dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan 
pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon, dan juga mengetahui upaya 
penyelesaian dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan 
ikan asap dari dinas terkait. 
10. Muhammad Arlen Baihaki (2018) dengan Judul Peran Dinas Lingkungan 
Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran 
Air di Kota Metro.15 Penelitian ini membahas Peran Dinas Lingkungan 
Hidup Terhadap Pengelolaan dan faktor penghambatnya terhadap Kualitas 
air dan pengendalian pencemaran air di Kota Metro. Penelitian penulis, 
meneliti tentang bagaimana tinjauan hukum terhadap dampak pencemaran 
oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap di Desa Pekauman 
Kulon, dan juga mengetahui upaya penyelesaian dampak pencemaran oleh 
usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap dari dinas terkait. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian lapangan 
(field research) yaitu Penelitian yang menggunakan data primer. Sumber 
data diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan kajian dokumen.  
                                                          
15 Muhammad Arlen Baihaki, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas 
Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Metro”, Jurnal Ilmiah, Universitas Lampung, 
Bandar Lampung, 2018, hlm. 1. 
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2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah : 
Pendekatan Empiris, yaitu meninjau permasalahan hukum sebagai 
realitas sosial maupun realitas kultural. Merupakan pendekatan yang 
digunakan untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum terhadap dampak 
pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap di Desa 
Pekauman Kulon, dan juga mengetahui upaya penyelesaian dampak 
pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap dari dinas 
terkait. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 
primer dan sumber data sekunder :  
a) Sumber data primer terdiri atas : 
1. UUD NRI Tahun 1945  
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
b) Sumber data sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.16 Sumber data sekunder, 
dapat berasal dari sumber data tentang hukum maupun sumber data non 
hukum.  
                                                          
16 Aspar Muh, “Metode Penelitian Hukum”, Paper, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas 
November, 2015, hlm. 12. 
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Sumber data tentang hukum dapat berupa kamus-kamus hukum, 
buku-buku hukum (skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal 
hukum). Sumber data non hukum diantaranya seperti buku-buku 
(skripsi, tesis, maupun jurnal-jurnal diluar bidang hukum) dan juga hasil 
wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menggunakan 
metode observasi, wawancara, dan kajian dokumen. 
1) Metode observasi 
Menurut Arikunto, metode observasi adalah mengumpulkan data atau 
keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha 
pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diteliti.17 Purnomo 
dan Nurlaili mengungkapkan bahwa langkah-langkah penggunaan 
metode observasi secara umum meliputi :18 
a. Tahap persiapan atau perencanaan, dalam hal ini penulis 
melakukan pengamatan terhadap usaha dan/atau kegiatan 
pengolahan ikan asap dan juga dinas terkait dalam hal ini Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal untuk mengetahui bagaimana 
dampak dan kiranya seperti apa upaya pengendalian untuk 
                                                          
17 Syamsul HA, “Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Terhadap 
Keterampilan Proses Sains Oleh Siswa Pada Materi Pokok Keanekaagaman Ciri-Ciri Makhluk 
Hidup (kuasi eksperimen pada siswa kelas VII SMPN 2 Tanjung Bintang Lampung Selatan 
Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013)”, Fakultas KIP, Universitas Lampung, 2013, hlm. 12. 
18 Ibid.  
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menanggulangi, mengurangi maupun menjaga lingkungan di Desa 
Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
b. Tahap pelaksanaan, penulis secara langsung menuju industri ikan 
asap yang berada di lingkungan RW 03 Desa Pekauman Kulon 
sebagai sampling guna mendapatkan hasil pengamatan secara 
nyata tanpa manipulasi. Alasan penulis memilih lingkungan 
tersebut karena usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap yang 
paling lama dan cukup besar kapasitas usaha dan/atau kegiatannya.  
2) Metode wawancara  
Metode ini dilakukan penulis melalui tatap muka secara (face to face) 
terhadap responden dengan cara tanya jawab. Jenis wawacara yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur.19 
Dalam hal ini mula-mula penulis menanyakan berbagai pertanyaan satu 
persatu yang sudah dipersiapkan, kemudian diperdalam dengan 
mengorek keterangan lebih jauh. Jenis wawancara semi terstruktur ini 
penulis gunakan agar dalam proses wawancara nantinya penulis tidak 
kebingungan dengan apa yang akan dibahas, selain itu juga berfungsi 
untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang 
diberikan oleh responden. 
3) Kajian dokumen  
Metode pengumpulan data dengan kajian dokumen yaitu metode dengan 
mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperoleh lewat fakta 
                                                          
19 Ibid, hlm. 18 
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yang tesimpan dalam bentuk jurnal, artikel ilmiah, surat, dan sebagainya 
yang berhubungan dengan hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia 
yaitu Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 




5. Metode Analisis Data 
Penulis menggunakan metode analisis data bermuatan deskriptif. 
Yaitu suatu metode analisa untuk memperoleh suatu gambaran mengenai 
suatu permasalahan secara lebih mendalam, dengan demikian penulis dapat 
menguraikan permasalahan yang akan dibahas untuk kemudian ditarik 
kesimpulan. 
G. Sistematika Penelitian 
Bab I  Pendahuluan, merupakan bab yang menyajikan latar belakang 
permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 
dan sistematika penelitian. 
Bab II  Landasan Konseptual, menguraikan tentang norma-norma hukum, 
teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat 
dalam judul. 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan jawaban atas rumusan 
masalah yaitu dampak serta upaya yang dilakukan terhadap 
permasalahan yang terjadi akibat adanya usaha ikan asap di Desa 
Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. 
Bab IV  Penutup, berisi kesimpulan dan saran 
Daftar Pustaka  







A. TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN HIDUP 
1. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
1) Pengertian Lingkungan Hidup 
Perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan 
lingkungan yang baik dan sehat di Indonesia, diatur dalam Undang-
undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang merupakan kebijakan untuk lebih menjamin 
kepastian hukum. Lingkungan hidup, tempat manusia, hewan, dan 
tumbuh-tumbuhan memperoleh daya atau tenaga.  
Munadjat Danusaputro telah menginpentarisir istilah lingkungan 
dari berbagai negara. Diantaranya disebutkan:  
“Bahasa Inggris ialah “Environment” dalam bahasa Prancis 
“L’environment”, dalam Bahasa Belanda, “Milieu” dalam bahasa 
Malaysia “Alam Sekitar” dalam bahasa Tagalog “Kapaligran “20 
 
Berbagai batasan dan definisi dari lingkungan atau lingkungan 
hidup dari beberapa ahli dan sumber dapat dijabarkan sebagai berikut: 
Johny Purba, menyatakan: 
“Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat 
berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai 
kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai”.21 
 
                                                          
20 Danusaputro, Munadjat, Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan 
Hukum Pencemaran Nusantara, Bandung : Litera, 1978, hlm. 1. 




Munadjat Danusaputro, menyatakan:  
“Lingkungan adalah semua benda dan kondisi temasuk 
didalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang 
terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi 
kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup 
lainnya”.22 
 
Emil Salim, menyatakan:  
“Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, 
keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita 
tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehhidupan 
manusia. Batas ruangan lingkungan menurut pengertian ini bisa 
sangat luas, namun untuk praktisya kita batasiruang lingkungan 
dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti 
faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-
lain”.23 
 
Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: 
“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 
prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 
lain”. 
 
Selanjutnya, para Ahli mengelompokkan lingkungan ini atas 
beberapa macam, secara garis besar lingkungan hidup manusia dapat 
digolongankan atas golongan :24 
a. Lingkungan Fisik (Physical Environment) 
                                                          
22 Munadjat Danusaputro, Op.Cit, hlm. 1 
23Salim, Emil, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1989, 
hlm. 76. 
24 Amsyari, Fuad, Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan, Jakarta : Ghalia 
Indonesia, 1977, hlm. 11-12. 
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Lingkungan fisik adalah segala sesuatu disekitar kita yang berbentuk 
benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, 
dan lain-lain.  
b. Lingkungan Biologis (Biogical Environment) 
Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di sekitar 
manusia yang berupa organisme hidup laiinya selain dari manusia 
sendiri, binatang, tumbuh tumbuhan, jasad renik (plankton), dan 
lainnya. 
c. Lingkungan Sosial (Sosial Environment) 
Lingkungan sosial adalah manusia-manusia lain yang berada di 
sekitarnya seperti tetangga, teman dan lainnya. 
Uraian diatas memberikan gambaran bahwa manusia dan alam 
hidupnya mempunyai hubungan secara timbal balik dengan 
lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun 
sebagai kelompok selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia 
hidup dan dalam artian manusia dengan berbagai aktivitasnya akan 
mempengaruhi lingkungannya dan perubahan lingkungan akan 
mempengaruhi kehidupan manusia. 
2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pasal 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan,  
“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, 
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pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan 
penegakan hukum”. 
 
Asas (principle) dan tujuan (goal) pengelolaan lingkungan dapat 
dilihat dalam pasal 2 (dua) dan 3 (tiga) Undang-undang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009. Asas dari perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan adalah : 
a) Tanggung jawab negara; 
b) Kelestarian dan keberlanjutan;  
c) Keserasian dan keseimbangan; 
d) Keterpaduan;  
e) Manfaat;  
f) Kehati-hatian; 
g) Keadilan;  
h) Ekoregion; 
i) Keanekaragaman hayati; 
j) Pencemar membayar; 
k) Partisipatif;  
l) Kearifan lokal; 
m) Tata kelola pemerintahan yang baik; dan  
n) Otonomi daerah. 
 
Tujuan dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan, 
diantaranya : 
a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 
b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;  
c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan 
kelestarian ekosistem; 
d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 
lingkungan hidup;  
f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan 
generasi masa depan;  
g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan 
hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;  
h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara 
bijaksana;  
i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan  
j) Mengantisipasi isu lingkungan global. 
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3) Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup 
meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, 
pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal 
ini Dinas Lingkungan Hidup apabila suatu usaha dan/atau kegiatan 
tersebut mempunyai izin lingkungan maupun adanya pengaduan dari 
masyarakat mengenai pencemaran ini.25 Izin lingkungan adalah izin 
yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan dan izin lingkungan tersebut adalah prasyarat memperoleh izin 
usaha.26 Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain untuk 
memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan 
berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau 
kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan, memberikan 
kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam 
penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan, serta 
memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.27 Untuk 
dapat diperoleh izin lingkungan, suatu usaha dan/atau kegiatan 
                                                          
25 Wawancara dengan Imam Syarudin, Kepala Bidang PPKLH, Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Tegal, Tanggal 02 Januari 2020, Jam 10.10 WIB. 
26 Quina Margaretha, Annisa Erou, Mengenal Kerangka Pengaturarn Pencemaran Udara 
Indonesia, Paper, Indonesian Cemtre for environmental Law, Oktober 2018, hlm. 8. 
27 “Lebih jauh mengenal izin lingkungan, AMDAL & UKL-UPL”, Info KBN 
https://www.infokbn.com/lebih-jauh-mengenal-izin-lingkungan-amdal-ukl-upl, diakses pada 02 
Januari 2020 jam 20.52 WIB. 
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diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya pengendalian dengan 
membuat :  
a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup (SPPL) 
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk menghindari, 
meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak 
suatu usaha dan/atau kegiatan. 




















kepada DLH Kab. Tegal 
Verifikasi SPPL oleh DLH 
Kab Tegal 
1. Kesesuaian penapisan jenis 
usaha dan/atau kegiatan 
2. Kesesuaian pengelolaan 














b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UKL-UPL) 
Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan pasal 1 poin (3) menyebutkan : 
“UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap 
usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting 
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/atau kegiatan.”  
 
UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan 
hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan 
izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun 
AMDAL. Pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama 
antara Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan 
keinginan masyarakat.28 Pengambilan keputusan dilakukan setelah 
kajian dampak terhadap beberapa pilihan kebijakan menunjukan 
bahwa kegiatan yang menjadi sasaran prioritas layak dan memenuhi 
syarat untuk dilaksanakan.  
Kajian dampak harus dilakukan secara komprehesif 
berkaitan dengan bentuk kegiatan yang dilakukan, sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan dalam UKL/UPL. Kajian dampak 
dilakukan oleh Tim Penyusun UKL/UPL agar menghasilkan 
dokumen UKL/UPL yang dapat memberikan gambaran tentang 
                                                          
28 Masithoh, “Pengelolaan Lingkungan Industri Rumah Tangga Pengasapan Ikan Bandarharjo 
Kota Semarang”, Thesis, Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, 2008, hlm. x. 
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dampak besar dan penting yang mungkin terjadi dalam upaya 
pengelolaan lingkungan hidup. 
Berikut alur pengajuan dan pemeriksaan UKL-UPL beserta 


















Pengisian formulir UKL-UPL 
oleh Pemrakarsa dengan format 
yang ditentukan oleh menteri 
Pengajuan permohonan izin 
lingkungan dan pemeriksaan 
UKL-UPL 
Instansi pemeriksaan : 
1. Memberikan tanda bukti 
penerimaan 


















Pejabat yang ditunjuk, kepala 
instansi lingkungan hidup 




Pemeriksaan substansi formulir UKL-
UPL melalui rapat koordinasi 
Dilakukan setelah jangka waktu 
maksimal pemberian saran, pendapat dan 
tanggapan masyarakat telah berakhir 
UKL – UPL telah 
disusun sesuai 
dengan pedoman 
penyusunan UKL – 
UPL 








(Bagan 2 : Alur Pengajuan Dan Pemeriksaan UKL-UPL) 
26 
 
c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)  
Undang-undang No. 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa 
analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai 
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan 
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah suatu studi 
yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. 
AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan 
hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang 
didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mepelajari 
hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup, 
oleh karena itu konsep AMDAL dikatakan sebagai konsep ekologi 
pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara 
pembangunan dengan lingkungan hidup.29 
AMDAL, UKL, UPL ini merupakan persyaratan yang mengikat 
untuk pengambilan keputusan pemberian izin bagi suatu usaha dan/atau 
kegiatan dan sebagai kelengkapan untuk pemberian rekomendasi yang 
dikeluarkan oleh Bupati. Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
No. 14 tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di 
Kabupaten Tegal menyatakan bahwa : 
                                                          
29 Sasongko Nino Augusta, “Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh Badan Lingkungan 
Hidup Cilacap”,Skripsi, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, 2010, hlm. 5. 
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(1) Bagi pemrakarsa yang merencanakan atau melakukan suatu 
usaha dan/atau kegiatan di wilayah Daerah, sebelum menyusun 
AMDAL atau UKL-UPL, atau SPPL wajib melakukan 
konsultasi terlebih dahulu dengan Bupati melalui Perangkat 
Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pejabat 
Instansi Teknis yang membidangi serta bertanggungjawab atas 
pembinaan usaha dan/atau kegiatan tersebut. 
(2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh 
rekomendasi layak lingkungan dari Perangkat Daerah yang 
membidangi lingkungan hidup 
 
Kewajiban pemegang pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam 
penerbitan izin lingkungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pasal 53, 
menyebutkan bahwa : 
a. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin 
lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap 
persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada menteri, 
gubernur atau bupati/walikota  
c. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan 
hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan 




Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 53 dikenakan sanksi administratif, meliputi : 
a. Teguran tertulis 
b. Paksaan pemerintah 
c. Pembekuan izin lingkungan 
d. Pencabutan izin lingkungan 
 
2. Pencemaran Lingkungan Hidup 
1) Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup 
Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah 
terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya 
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pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan yang 
dilakukan oleh manusia, dimanapun dan kapanpun, pasti akan 
menimbulkan dampak. Dampak disini dapat bernilai positif yang berarti 
memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dapat berarti negatif 
yaitu timbulnya resiko yang merugikan masyarakat.  
Dampak yang timbul dari kegiatan pembangunan lingkungan 
hidup yang sangat menonjol adalah masalah pencemaran lingkungan.  
Pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 1 butir (14) Undang-undang 
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, yang menyatakan: 
“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya 
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui 
baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.  
 
Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat 
terjadi dalam bentuk: 30 
a) Kerugiaan ekonomi dan sosial (economic and sosial in jury); 
Kerugian termasuk dampak pada penghidupan melalui media 
lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. 
b) Gangguan sanitair (sanitair hazard) 
Sementara itu, menurut golongannya pencemaran dibagi atas:31 
a) Kronis : dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;  
                                                          
30 R.T.M Sutamihardja, Kualitas dan Pencemaran Lingkungan, Bogor : Institut Pertanian 
Bogor, 1978, hlm. 3. 
31 Abdurrahman,“Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia”, Paper, Bandung, 1996, hlm.99. 
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b) Kejutan (akut) : kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari 
kecelakaan;  
c) Berbahaya : dengan kerugian biologis berat dan ada radioaktivitas 
terjadi kerusakan genetis; serta  
d) Katastrofis : dalam hal ini kematian organisme hidup banyak dan 
mungkin organisme hidup itu menjadi punah. 
Unsur-unsur pencemaran lingkungan hidup dapat dikemukakan 
sebagai landasan yang berhubungan dengan sistem pertanggungjawaban 
hukum (liability). Sesuai dengan pengertian pasal 1 Undang-undang No. 
32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, maka unsur-unsur atau syarat mutlak untuk menyebutkan suatu 
lingkungan tercemar adalah memenuhi : 
a) Masuk atau dimasukannya komponen-komponen (makhluk 
hidup, zat, energi, dan zat lainnya) 
b) Kedalam lingkungan atau ekosistem lingkungan 
c) Kegiatan manusia 
d) Timbul perubahan atau menurunkan mutu yang lebih rendah 
ke tingkat tertentu 
e) Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat 
berfungsi menurut peruntukannya. 
 
Perbuatan atau kegiatan dapat dikatakan melakukan pencemaran 
apabila memenuhi kelima unsur tersebut diatas. Apabila salah satu dari 
unsur-unsur dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak 
dapat dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan. Artinya, 
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seseorang yang hendak mengklaim pihak lain harus benar-benar 
memperhatikan kelima unsur atau syarat pencemaran diatas.32 
2) Macam-macam Pencemaran 
Polusi atau pencemaran di lingkungan sekitar kita dapat 
berpengaruh bagi kehidupan kita. Penyebab polusi disebut bahan 
pencemar atau polutan.33 Secara garis besar, pencemaran dapat 
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam/jenis pencemaran, diantaranya 
sebagai beikut :34 
1) Pencemaran Air,  
Pasal 1 butir (11) Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 
Air, menyatakan:  
“Pencemaran air adalah masuk atu dimasukannya makhluk 
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh 
kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai 
ketingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat 
berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.  
 
Di dalam tata kehidupan manusia, air banyak memegang 
peranan penting antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan 
mandi, di samping itu air juga banyak diperlukan untuk mengairi 
sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi. Tindakan manusia 
                                                          
32 Siahaan, N.H.T, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta : Erlangga, 2014, 
edisi ke-2, hlm. 286. 
33 Rochmad, Subardan, “Ruang Lingkup Pencemaran”, Modul 1, Repository Universitas 
Terbuka, 2006, hlm.15. 
34 Bunga Dyan Anggraeny, “Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri oleh PT. Kertas 
Trimitra Mandiri Terhadap Sungai Cilisungan Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung 
Dihubungkan Dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan, Skripsi Sarjana Hukum, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 
2017, hlm. 51. 
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dalam pemenuhan kegiatan sehari hari, secara tidak sengaja telah 
menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari 
air.  
2) Pencemaran Tanah 
Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah No. 150 tahun 2000 
tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa, 
menyatakan:  
“Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan 
teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan 
organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan 
mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan 
makhluk hidup lainnya”.  
 
Pasal 1 butir (4) Peraturan Pemerintah No. 150 tahun 2000 
tentang Pengendalian Pencemaran Tanah ini dirancang dan 
digunakan untuk mengurangi kerusakan tanah akibat produksi 
biomassa. 
“Biomassa adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya, yaitu 
bunga, biji, buah, daun, ranting, batang dan akar termasuk 52 
tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan petanian, perkebunan 
dan hutan tanaman.” 
 
Pencemaran mengakibatkan penurunan mutu serta fungsi 
tanah yang pada akhirnya mengancam kehidupan manusia. Tanah 
merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan makhluk 
hidup lainnya termasuk manusia, kualitas tanah dapat berkurang 
karena proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya 
akan berkurang, selain itu menurunnya kualitas tanah juga dapat 
disebabkan oleh limbah padat yang mencemari tanah. Limbah padat 
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dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri, dan 
alam (tumbuhan).  
3) Pencemaran Udara  
Pencemaran udara adalah pencemaran yang disebabkan oleh 
aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, 
kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian dan 
peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung berapi yang 
mengeluarkan debu, gas, dan awan panas.35 
Jenis pencemaran udara dapat dikelompokkan berdasarkan 
bentuk zatnya, yaitu :  
a. Gas, merupakan uap yang dihasilkan dari zat padat atau zat cair 
karena dipanaskan atau menguap sendiri. contohnya seperti CO2 
dan  CO. 
b. Partikel, yaitu suatu bentuk pencemaran udara yang berasal dari 
zarah-zarah kecil yang terdispersi ke udara, baik berupa padatan, 
cairan, maupun padatan dan cairan secara bersama-sama. 
Contohnya seperti debu, asap, kabut, dan lain-lain. 
Dampak dari pencemaran udara sendiri beragam, pencemaran 
udara dapat berdampak bagi kesehatan, bidang ekonomi, sosial, 
pendidikan dan pertanian maupun yang lainnya. Berikut ini 
beberapa dampak pencemaran udara diantaranya yaitu : 
                                                          
35 Simanis, “Pengertian Pencemaran Udara, Sumber Penyebab, Jenis, Dampak dan 
Penanggulangan Pencemaran Udara Lengkap”, https://www.pelajaran.co.id diakses pada 15 
Januari 2020 jam 20.47 WIB. 
33 
 
a. Dapat menyebabkan penyakit paru-paru dan berbagai penyakit 
saluran pernafasan lainnya. 
b. Dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin. 
c. Dapat menghambat aktifitas sosial. 
d. Dapat menyebabkan kerugian financial. 
e. Dan lain sebagainya. 
3) Sumber Pencemaran 
Secara umum sumber pencemaran dapat dikelompokkan 
dalam dua golongan besar, yaitu sumber polutan yang berupa 
kegiatan/hasil kegiatan manusia dan sumber polutan yang berupa 
kejadian alamiah.36  
c. Sumber pencemaran akibat kegiatan/hasil kegiatan manusia. 
Kebutuhan hidup manusia setiap harinya selalu 
menghasilkan limbah/hasil samping, baik yang dikehendaki 
ataupun yang tidak dikehendaki. Termasuk dalam kelompok 
pencemaran oleh kegiatan manusia adalah : 
1) Kegiatan manusia yang dilakukan di lingkungan rumah 
tangga, misalnya : memasak, mandi, mencuci, menyapu, 
mengepel menggunakan racun serangga. Menghasilkan 
limbah domestik, baik limbah cair, limbah padat, limbah gas 
yang dapat mengganggu kegiatan manusia itu sendiri. 
                                                          
36 Rochmad, Subardan, “Ruang Lingkup Pencemaran”, Modul 1, Repository Universitas 
Terbuka, 2006, hlm. 20  
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2) Penggunaan alat transportasi dalam mobilitas sehari-hari, 
misalnya penggunaan kendaraan bermotor yan menggunakan 
BBM, kereta api, pesawat udara, kapal laut, kapal motor yang 
menggunakan mesin disel BBM. Hal ini dapat secara tidak 
disadari dapat menimbulkan pencemaran lingkungan 
khususnya udara karena menghasilkan bahan gas, partikel 
debu, dan kebisingan. 
3) Proses industri dari kegiatan manusia untuk memenuhi 
kebutuhannya akan suatu barang/benda, misalnya pabrik 
bahan kimia, otomotif atau pabrik makanan dan minuman. 
Proses pengolahan suatu produk dari sebuah industri ini 
banyak menghasilkan limbah, baik limbah padat maupun 
padat yang sukar untuk dihindari. 
d. Pencemaran yang berasal dari proses perubahan yang terjadi 
secara alami.  
Proses perubahan ini terjadi atas proses alami dari alam, 
diluar kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Termasuk 
dalam jenis pencemaran ini adalah : 
a) Pencemaran akibat peristiwa gunung meletus. Menghasilkan 
gas beracun, abu, pasir, lava, dan panas yang dikeluarkan 
oleh letusan gunung berapi yang dapat menyebabkan 
perubahan lingkungan sekitarnya.  
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b) Pencemaran akibat bencana alam gempa bumi. Berbagai 
macam limbah mencemari sumber-sumber air bersih/air 
minum, rumah pemukiman, dan semua sarana kehidupan di 
daerah tersebut. 
c) Terjadinya pencemaran akibat gempa bumi dan tsunami, 
misalnya pada peristiwa gempa bumi dan tsunami di Aceh. 
Peristiwa tersebut menghasilkan berbagai limbah padat 
(reruntuhan bangunan dan kendaraan), dan mencemari 
sumber-sumber air bersih/air minum di daerah tersebut. 
4) Pengendalian Pencemaran 
Pengendalian pencemaran dimaksudkan agar dapat 
menghindari, dan apabila menghindari tidak memungkinkan, 
meminimalkan, meredam dan/atau menyeimbangkan dampak-
dampak merugikan dan meningkatkan dampak positif melalui 
perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Pengendalian 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan 
dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan yang meliputi 
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian ini 
dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran 
dan tanggungjawab masing-masing.  
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Upaya pencegahan pencemaran dalam pasal 14 Undang-
undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup disebutkan : 
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup terdiri atas: 
a. KLHS; 
b. tata ruang; 
c. baku mutu lingkungan hidup; 




h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; 
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan 
hidup; 
j. anggaran berbasis lingkungan hidup; 
k. analisis risiko lingkungan hidup; 
l. audit lingkungan hidup; dan 
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau 
perkembangan ilmu pengetahuan. 
 
Pasal 53, upaya penanggulangan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan: 
f. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; 
g. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup; 
h. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup; dan/atau  
i. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
 
Upaya lain yang dapat dilakukan dalam rangka pengendalian 
pencemaran oleh suatu usaha dan/atau kegiatan adalah pemulihan. 
Setiap orang yang sudah melakukan kerusakan / pencemaran 
lingkungan diwajibkan untuk melakukan pemulihan. Upaya 
pemulihan tersebut diantaranya : penghentian sumber pencemaran 
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dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi 
dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
5) Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pencemaran 
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 
mempunyai jangkauan luas yaitu tidak hanya meliputi peran serta 
para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan 
administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan 
organisasi dalam masyarakat.37 
Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan orang 
perorangan, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari 
sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok 
dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang 
lingkungan hidup.38 
Pasal 70 ayat (2) peran masyarakat dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa: 
a. pengawasan sosial; 
b. pemberian saran, pend apat, usul, keberatan, pengaduan; 
c. penyampaian informasi dan/atau laporan. 
 
Sedangkan pasal 70 ayat (3) disebutkan bahwa peran 
masyarakat dilakukan untuk: 
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup;  
                                                          
37 Sabardi Lalu, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut 
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, 
Yustisia, Volume. 3 No. 1, Januari, 2014, hlm. 71 
38 Ibid.  
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b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, 
dan kemitraan; 
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan 
masyarakat; 
d. menumbuhkembangkan ketanggap segeraan masyarakat 
untuk melakukan pengawasan sosial; 
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal 
dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
 
B. INDUSTRI RUMAH TANGGA 
Industri ikan asap yang berada di desa Pekauman Kulon Kecamatan 
Dukuhturi Kabupaten Tegal adalah suatu usaha berbasis rumah tangga, atau 
dapat juga disebut suatu kegiatan keluarga, yaitu sebagai unit-unit konsumtif 
dan produktif yang terdiri dari paling sedikit dua anggota rumah tangga yang 
sama. Sama-sama menanggung pekerjaan, makanan dan tempat berlindung.39 
Industri rumah tangga pada umumnya berawal dari usaha keluarga yang 
turun temurun dan pada akhirnya meluas ini secara otomatis dapat bermanfaat 
sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar. Sifat dari industri rumah tangga 
ini biasanya menggunakan teknologi sederhana atau tradisional, 
mempekerjakan anggota keluarga juga warga sekitar dan berorientasi pada 
pasar lokal. Industri rumah tangga sendiri termasuk dalam katagori usaha mikro 
(kecil). 
Menurut Biro Pusat Statistik tahun 2003, industri kecil adalah usaha 
rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah bahan dasar menjadi barang 
belum jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau 
                                                          
39 Kimbal.R.W, “Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil”, Study Kualitatif, Yogyakarta : 
Depublis, 2015, hlm.27. 
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yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud 
untuk dijual dengan jumlah pekerja kurang dari 5 orang. 
Keberadaan industri sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat, 
yaitu untuk memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan, meningkatkan 
kesejahteraan, dan penggerak ekonomi.40 Selain memiliki manfaat, keberadaan 
industri juga dapat menimbulkan masalah terhadap lingkungan, hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor :41 
a) Faktor tidak adanya perangkat-perangkat norma yang mengatur interaksi-
interaksi individu pada lingkungannya. 
Misalnya seorang pengendara mobil bisa membunyikan klakson 
mobilnya sesuka hati karena tidak ada aturan hukum yang melarang 
perbuatan itu. Seorang pemilik pabrik dapat begitu saja membuang limbah 
pabriknya ke selokan yang ada atau ke sungai-sungai terdekat karena 
norma-norma hukum belum ada yang mengatur sistem pembuangan limbah 
(effluent treatmen system).  
b) Faktor tidak adanya sarana-sarana pembinaan lingkungan. 
Seseorang cenderung melakukan sesuatu yang tidak baik pada tata 
lingkungannya karena tidak ada alternatif lain yang memungkinkan ia 
berbuat wajar pada lingkungannya. Misalnya seorang warga kota terpaksa 
membuang sampah ke sembarang tempat karena tiada bak-bak sampah yang 
tersedia secara memadai. Gelandangan-gelandangan kota kian banyak 
                                                          
40 Aulia dzaki dan Agung Sugiri, “Kajian Ekternalitas Industri Pengasapan Ikan di Kelurahan 
Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara”, Jurnal Teknik PWT, Volume. 4, No. 1, 2015, hlm. 135. 
41 Siahaan, N.H.T, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan,Jakarta : Erlangga, 2004, 
Edisi ke-2, hlm. 64. 
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mendiami emperan-emperan pertokoan (di waktu malam), kolong-kolong 
jembatan, dan tepi-tepi sungai karena kurang tersedianya mata pencaharian 
yang memadai. Para industriawan terpaksa membiarkan pabrik indutrinya 
mencemarkan lingkungan atau kemungkinan membahayakan kesehatan dan 
keselamatan manusia karena tidak adanya sarana-sarana pengolahan limbah 
(effluent treatment plant), saluran-saluran limbah (sewerage), sarana-sarana 
pencegah pencemaran berupa saluran air (filter), alat penjernih limbah, 
tempat penampungan (bunker), cerobong-cerobong asap yang memadai, 
alat pengamaan (safety) atau perlengkapan-perlengkapan untuk melindungi 
para karyawan dan lain-lain peralatan teknologi. 
Masalah-masalah seperti di atas boleh jadi diakibatkan karena sarana-
sarana pencegahan sangat sulit atau mahal secara ekonomi untuk didapat. 
Tetapi banyak juga karena faktor lebih mengejak keuntungan ekonomi 
semata-mata atau tidak begitu mempertimbangkan resiko-resiko yang 
mungkin terjadi pada lingkungan dan keselamatan manusia.  
c) Faktor egoisme 
Pola keinginan yang kurang kendali kerap kali terdorong oleh faktor 
yang selalu mementingkan diri sendiri (egocentris). Kepentingan yang 
berkaitan dengan masalah bersama (public interest) biasanya kurang begitu 
menjadi perhatian banyak orang. Kaitannya dengan masalah lingkungan, 
faktor egoisme dapat juga dikatakan sebagai hal yang cukup dominan. 
Misalnya seorang pemilik konsensi penambangan batu kapur, tidak 
perduli terhadap persoalan debu yang berterbangan ketika proses produksi 
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berlangsung, sehingga penduduk yang berdiam di sekitar wilayah konsensi 
mengalami gangguan kesehatan. Selama peraturan-peraturan belum ada 
atau penduduk setempat tidak memprotes, sang pengusaha kerap kali 
membiarkan hal-hal demikian berlangsung.  
d) Faktor pengawasan dan penegakan hukum  
Faktor pengawasan dan penegakan hukum (law enforcemen) sangat 
banyak artinya dalam usaha mempertahankan konservasi lingkungan. 
Benturan-benturan, dampak dan interaksi yang berlebihan pada lingkungan 
dapat dicegah melalui sistem-sistem pengawasan dan penegakan hukum. 
Tetapi sebaliknya, faktor kontrol yang lemah dan sistem enforcement yang 
tidak tegas dapat menjadi peluang besar bagi mesayarakat untuk 
menggunakan lingkungan sekehendaknya.  
Misalnya, intensitas keparahan ekosistem hutan yang kita rasakan 
kini banyak disumbang oleh tidak adanya atau kurangnya pengawasan 
aparat yang berwenang di lapangan terhadap para pemegang Hak 
Pengusahaan Hutan. Begitu pula terhadap cara-cara kerja para peladang 
berpindah yang masalahnya kian pelik ditanggulangi karena kurangnya 




C. PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 
1. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia 
Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, 
bahasa Belanda rechtshandhaving. Pengertian penegakan hukum adalah 
proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma 
hukum secara nyata sebagi pedoman perilaku dalam lalu lintas atau 
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara.42  
Hukum lingkungan sebagai subsistem atau bagian dari Sistem Hukum 
Nasional Indonesia, didalamnya membentuk suatu sistem, dan sebagai suatu 
sistem hukum lingkungan mempunyai subsistem yang terdiri atas :43 
d. Hukum Penataan Lingkungan  
e. Hukum Acara Lingkungan  
f. Hukum Perdata Lingkungan  
g. Hukum Pidana Lingkungan  
h. Hukum Lingkungan Internasional 
Kelima subsistem dari sistem hukum lingkungan Indonesia tersebut 
dapat dimasukan ke dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Uraian dari masing-
masing subsistem hukum lingkungan Indonesia tersebut selalu dapat 
                                                          
42 RM Gatot P Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakrta, 
1991, hlm. 62. 
43 Ibid.  
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dikaitkan dengan wujud dan isi Undang-undang Lingkungan Hidup. 
Pembagian dengan cara ini menggunakan pendekatan sistem hukum.44 
Tujuan pembentukan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah : 
a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup  
b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia  
c. Menjamin kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem  
d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup  
e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup  
f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa 
depan  
g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 
sebagai bagian dari hak asasi manusia  
h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana 
i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan  
j. Mengantisipasi isu lingkungan global  
 
Adapun ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup, meliputi : Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pengawasan, 
Penegakan Hukum. 
Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah 
hukum yaitu pertama, hukum (undang-undang) itu sendiri yang memenuhi 
unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undang-undang yang 
memadai. Kedua adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas 
menegakkan hukum. Ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang 
                                                          
44 Bunga Dyan Anggraeny, “Tinjauan Yuridis Pencemaran Limbah Industri oleh PT. Kertas 
Trimitra Mandiri Terhadap Sungai Cilisungan Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung 
Dihubungkan Dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan, Skripsi Sarjana Hukum, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 
2017, hlm. 44. 
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ditegakkan harus menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. Keempat 
adalah sarana dan prasarana yang mendukung.45 
Karenanya, dalam penegakan hukum tersebut, keempat syarat 
tersebut harus ada, sebab jika salah satunya tidak baik maka hukum tidak 
bisa ditegakkan.46 Penegakan hukum dalam kondisi lingkungan hidup 
Indonesia dapat diartikan secara luas, yaitu dapat meliputi segi preventif dan 
represif.47 Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum 
lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Setiap 
bidang ilmu hukum tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran 
lingkungan hidup, seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum 
pidana, hukum pajak, dan hukum internasional. 
Sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui 
tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu aspek 
hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegak hukum 
untuk masing-masing aspek berbeda, yaitu aspek administratif oleh pejabat 
administratif atau pemerintah, aspek perdata oleh pihak yang dirugikan itu 
sendiri baik secara individual/kelompok maupun masyarakat juga negara 
atas nama kepentingan umum, aspek pidana yang penuntutannya 
dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi 
negara. 
                                                          
45 Sodikin, “Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan”, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 
94. 
46 Ibid. 
47 Hamzah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika : Jakarta, 2005, hlm. 59. 
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2. Upaya Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup 
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui 
jalur pengadilan (litigasi) dan jalur diluar pengadilan (non litigasi) apabila 
usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil. Pengendalian 
sengketa lingkungan hidup baik melalui atau tidak melalui pengadilan 
diperlukan bukti-bukti yang menyatakan bahwa telah terjadinya 
pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup. Data atau bukti ini harus 
merupakan hasil penelitian, pengamatan lapangan, atau data lain berupa 
pendapat para ahli yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
Beberapa hal yang perlu dianalisis menurut Permen No. 7 tahun 2014 antara 
lain menyangkut :  
a. Apakah benar telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup. 
b. Siapa yang menyebabkan terjadi pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup. 
c. Siapa yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup. 
d. Bagaimana status kepemilikan lahan yang tercemar atau rusak. 
e. Apa jenis kerugian (langsung/tidak langsung). 
f. Berapa besaran kerugian. 
g. Berapa lama terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup. 
h. Apa saja jenis media lingkungan hidup yang terkena dampak 
(air, tanah, udara). 
i. Nilai ekosistem baik yang dapat maupun yang tidak dapat dinilai 





1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan 
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup terdapat dalam pasal 84-
93 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa melalui sarana 
hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan lingkungan 
berdasarkan pasal 87 ayat (1) jo Pasal 1365 KUHPerdata tentang ganti 
kerugian akibat perbuatan melanggar hukum (on rechmatige daad). 
Kelemahan dalam pengendalian sengketa ini adalah dalam proses 
pembuktian dari korban pencemaran itu sendiri. Kesulitan utama yang 
dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah :48 
a) Membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 
KUHPerdata, terutama unsur kesalahan (schuld) dan unsur 
hubungan kausal. 
Pasal 1365 KUHPerdata mengandung asas tanggung gugat 
berdasarkan kesalahan (schuld aansprakelijkheid) yang dapat 
dipersamakan dengan “Liability based on fault” dalam sistem 
hukum Anglo-Amerika. Pembuktian unsur hubungan kausal antara 
perbuatan pencemaran dengan kerugian penderitaan tidak mudah. 
Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan 
pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada 
tempatnya. 
                                                          
48 Triwanto, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang No. 32 







b) Masalah beban pembuktian (bewijslast atau burde of proof) 
Menurut Pasal 1865 KUHPerdata, pasal 163 HIR, pasal 283 
R.Bg. beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat. Padahal, 
dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam 
soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah, 
bahkan sudah berada dalam keadaan sekarat. 
Menyadari kelemahan tersebut, Hukum Lingkungan 
Keperdataan (privaat rechtelijk miliuerecht) mengenal asas 
tanggunggugat mutlak (strick liability-risico aansprakelijkheid) 
yang dianut pula oleh Pasal 88 Undang-undang No. 32 tahun 2009 
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Tanggunggugat mutlak timbul seketika pada pada saat terjadinya 
perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat.  
Apakah asas strict liability diterapkan untuk semua gugatan 
lingkungan ? Asas strict liability lazimnya hanya diimplementasikan 
pada types of situation tertentu (kasuistik). Termasuk types of 
situation bagi berlakunya strick liability adalah extra-hazardous 
activities yang menurut Pasal 88 Undang-undang No. 32 tahun 2009 
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi 
setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya 
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, 
dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan 
hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa 
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perlu pembuktian unsur kesalahan. Ukuran ancaman serius tentu 
sangat saintifik dan membutuhkan pengaturan hukum yang cermat 
demi terjaminnya kepastian hukum. Sebelum berlakunya Undang-
undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, asas strick liability telah pula diterapkan secara 
selektif oleh Pasal 21 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Tujuan penerapan asas tanggunggugat mutlak adalah : untuk 
memenuhi rasa keadilan, mensejalankan dengan kompleksitas 
perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan, serta 
mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk 
menginternalisasikan biaya. sosial yang dapat timbul akibat 
kegiatannya.49 
2) Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan  
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk 
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, 
sebagai tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, 
mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau 
terulangnya pencemaran atau perusakan, serta untuk mencegah 
timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.  
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa 
pihak ketiga (netral) untuk membantu menyelesaikan sengketa 
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lingkungan hidup. Penyelesaian dengan cara ini dikenal dengan 
Penyelesaian Sengketa Alternatif atau Alternative Dispute Resolution 
(ADR). Lembaga ADR adalah arbitrase, mediasi, negosiasi, dan 
konsiliasi, yang saat ini banyak digunakan oleh para industriawan dalam 
menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam 
perjanjian kerjasama antara pihak investor dengan masyarakat, apabila 
terjadi pencemaran lingkungan.50 
Penjelasan Pasal 86 menyatakan, bahwa pemerintah dan/atau 
masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan 
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak 
memihak. 
3) Gugatan dalam masalah lingkungan hidup mengacu pada Hukum 
Acara Perdata yang berlaku.  
a) Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hak Gugat 
Masyarakat  
Pemerintah dan masyarakat diberi ruang untuk mengajukan 
gugatan perwakilan (gugatan class action) ke pengadilan mengenai 
berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan 
masyarakat. Apabila masyarakat menderita akibat pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga mempengaruhi 
perikehidupan pokok masyarakat.  
                                                          
50 Sodikin, 2007, op. Cit, hlm 110 
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Syarat pengajuan gugatan perdata lingkungan dijelaskan 
dalam pasal 87 ayat (1), agar dapat diajukan gugatan lingkungan 
untuk memperoleh ganti kerugian harus terpenuhi unsur-unsur : 
a) Setiap penanggung jawab usaha/kegiatan; 
b) Melakukan perbuatan melanggar hukum; 
c) Berupa pencemaran atau perusakan lingkungan; 
d) Menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan; 
e) Penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau 
melakukan tindakan tertentu.  
 
Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, bahwa gugatan 
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi syarat : 
Kesalahan (schuld); Kerugian (schade); Hubungan kausal (causal 
verband); dan Relativitas (relativeit). 
b) Daluwarsa untuk pengajuan Gugatan 
Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke 
pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak 
saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup. Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa tersebut 
tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang 
menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau penghasilkan 




c) Tanggung Jawab Mutlak  
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau 
kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola 
limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap 
lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang 
terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.  
d) Ganti Kerugian 
Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada 
orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau 
melakukan tindakan tertentu. Selain pembebanan untuk melakukan 
tindakan tertentu tersebut, hakim dapat menetapkan pembayaran 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap dampak pencemaran oleh 
industri pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon ? 
Desa Pekauman Kulon merupakan sebuah desa dengan sebagian 
penduduknya berprofesi sebagai pengusaha, dengan luas wilayah 34.05m2.51 
Secara geografis Desa Pekauman Kulon berada di Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal, dengan batas wilayah : 
Sebelah Utara : Kejambon kecamatan Tegal Timur 
Sebelah Selatan : Debong Wetan kecamatan Dukuhturi 
Sebelah Timur : Karanganyar kecamatan Dukuhturi 
Sebelah Barat : Debong Tengah kecamatan Tegal Selatan 
Proses pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon dilakukan 
dengan cara tradisional, dari mulai pembelian bahan sampai proses 
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https://www.slawiayu.com/desa/desa-pekauman-kulon-kecamatan-dukuhturi-kabupaten-tegal.html 






Pemotongan  Pemasangan lidi Pengasapan 
lidpengasap
Pemilahan Pemasaran 
Bagan 3 : Proses Produksi Pengolahan Ikan Asap 
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Usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap di Desa Pekauman 
Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal merupakan industri rumah 
tangga dengan kapasitas produksi 30 sampai 70 kg per harinya. Sedangkan 
jumlah pengusahanya sendiri sekitar 10 pengusaha.  
Ditinjau dari Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang 
Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan 
dampak adalah pengaruh perubahan  pada pada lingkungan hidup yang 
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Pada dasarnya lingkungan 
dapat tercemar akibat kegiatan manusia itu sendiri, baik melalui kegiatan 
industri ataupun kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan 
sampah.52 Proses produksi usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap di 
Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 
menghasilkan berbagai limbah berupa limbah cair, limbah padat ataupun 
gas yaitu berupa asap. Berikut gambaran mengenai berbagai limbah yang 
dihasilkan : 
Proses Produksi Bahan Baku Limbah 
Pembelian bahan baku 
dan bahan penunjang 
Ikan, tempurung 
kelapa, kayu petai 
 
Pembersihan ikan Air bersih - Bau amis 
- Air kotor 
Pemotongan  Talenan kayu, pisau - Bau amis 
- Air kotor 
- Darah ikan 
- Potongan limbah 
ikan (jeroan, kepala, 
sisik, tulang ikan) 
                                                          
52 Murni Retro dan I Made Ari Permadi, “Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah 
Dan Upaya Penanggulangannya Di Kota Denpasar”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum 
Universitas Udayana, volume. 01, No. 06, April, 2013, hlm. 5. 
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Pencucian  Air bersih, bak 
pencucian 
- Bau amis 
- Darah ikan 
Pemasangan lidi Lidi bambu, 
potongan ikan 
Bau amis 
Pengasapan Arang tempurung 
kelapa, kayu petai 
- Bau amis 
- Asap  
Pemilahan Tampah bamboo Bau amis 
Pemasaran    
(Tabel 1: Limbah hasil Produksi) 
 Proses pembersihan sampai dengan perendaman ikan 
menghasilkan limbah cair dan padat berupa air kotor dan keruh serta berbau. 
Proses ini juga menghasilkan limbah padat berupa potongan limbah ikan 
(jeroan, kepala, sisik, tulang ikan). Berbagai limbah ini dibuang langsung 
ke aliran sungai di sekitar kegiatan industri. Proses pembuangan dilakukan 
secara langsung ke aliran sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. 
Kebiasaan seperti ini mengakibatkan air sungai berbau busuk dan 
menyengat.  Padahal sudah dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati No. 
20 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair 
(IPLC) ke Media Lingkungan di Kabupaten Tegal, bahwa Setiap orang yang 
membuang limbah cair ke media lingkungan wajib mendapatkan izin dari 
Bupati melalui instansi yang bertanggung jawab. 
Pada kenyataanya pelaku usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan 
asap cenderung mengabaikan aturan tersebut. hal ini dikarenakan kurangnya 
prasarana dan juga keterbatasan anggaran dalam penyediaan pendukung 
seperti IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dalam lingkungan internal 
pada lingkup kawasan industri pengasapan ikan. Padahal, ketersediaan 
IPAL ini sangat diperlukan supaya kondisi lingkungan yang lebih layak 
untuk sebuah industri yang bersih juga tidak mencemari air sungai. 
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Permasalahan lain dari keberadaan usaha dan/atau kegiatan 
pengolahan ikan asap ini adalah mengenai asap. Asap yang dihasilkan 
selama proses pengasapan cukup besar karena proses pengasapan yang 
masih dilakukan dengan cara tradisional. Pada industri pengolahan ikan 
asap di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, 
proses pengasapan dilakukan di tempat terbuka. 
Limbah asap dari usaha dan/atau kegiatan usaha pengolahan ikan 
ini menyebabkan mata terasa pedih dan sesak nafas. Kondisi demikian 
apabila dilakukan secara terus menerus akan berpotensi mengganggu 
kesehatan khususnya kesehatan paru. Sebagai upaya agar asap tidak 
menyebar luas ke wilayah disekitar usaha dan/atau kegiatan diperlukan 
adanya cerobong asap selama proses pengasapannya.53  
Meskipun selama usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap ini 
didirikan belum pernah ada yang mengalami gangguan kesehatan, akan 
tetapi alangkah baiknya sebagai pencegahan untuk dapat dilakukan berbagai 
upaya untuk mengurangi dampak yang dihasilkan. Seperti yang sudah 
dijelaskan dalam Keputusan Kepala Bapedal no. Kep. 
205/07/BAPEDAL/1996 Lampiran III tentang Persyaratan cerobong, syarat 
untuk sebuah industri yang menghasilkan limbah gas atau asap diperlukan 
cerobong asap dengan tinggi cerobong minimum 2-2,5 kali tinggi bangunan 
                                                          
53 Wawancara dengan Dian Aryadi, Kepala Seksi Pemantauan, Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Tegal, Tanggal 02 Januari 2020, Jam 10.10 WIB. 
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disekitarnya, sehingga lingkungan disekitar cerobong tidak terkena 
turbulensi.54  
Kegiatan dan/atau usaha pengolahan ikan asap di Desa Pekauman 
Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal merupakan sebuah usaha 
dan/atau kegiatan berbasis rumah tangga yang termasuk dalam Usaha Kecil 
dan Menengah (UKM).55 Salah satu pemasalahan internal UKM adalah 
keterbatasan modal, jadi untuk pengadaan sarana prasarana tentu saja bukan 
hal yang mudah.56 Sehingga bentuk pembinaan yang dilakukan oleh 
pemerintah pada UKM diantaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana 
yang memadai yang bisa digunakan. 
Dampak lain dari usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap 
adalah terganggunya kenyamanan masyarakat sekitar yaitu berdampak pada 
aktivitas sosial budaya masyarakat. Keberadaan usaha dan/atau kegiatan 
pengolahan ikan asap ini sudah berlangsung sejak lama di Desa Pekauman 
Kulon. Kondisi demikianlah yang kemudian mengharuskan masyarakat 
sekitar untuk terbiasa hidup dalam  kondisi lingkungan yang kumuh dan 
kotor.  
Dari hasil penelitian penulis, lingkungan di sekitar usaha dan/atau 
kegiatan pengolahan ikan asap tidak hanya kumuh dan kotor, melainkan 
berbau. Dinding atau benda-benda yang berada disekitar tempat pengasapan 
terlihat berwarna coklat kehitaman. Karena dampak yang sangat khas dan  
                                                          
54 Masithoh, “Pengelolaan Lingkungan Industri Rumah Tangga Pengasapan Ikan Bandarharjo 
Kota Semarang”, Thesis, Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 60 
55 Ibid. 
56 Ibid.  
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tidak dapat dihindari adalah dampak dari asap tersebut. Keluhan dari warga 
sekitar usaha dan/atau usaha pengolahan ikan asap, yaitu mereka yang 
memiliki anak kecil khawatir akan mengalami gangguan kesehatan seperti 
pernafasan apabila usaha dan/atau kegiatan tersebut terus dilakukan tanpa 
adanya upaya-upaya pengendalian terhadap berbagai dampak yang 
ditimbulkannya.  
Selain daripada itu, permasalahan akan tempat penyimpanan dan 
juga tempat produksi yang dilakukan di pinggir jalan juga menjadi keluhan 
warga. Hal demikian menimbulkan jalanan yang seharusnya dapat 
digunakan sebagai sarana transportasi masyarakat menjadi semakin 
menyusut lebarnya. Masyarakat yang hendak melintas pada jalan tersebut 
tak jarang harus menuntun kendaraanya karena takut akan jatuh. 
Dari beberapa deskripsi diatas, penulis merangkum berbagai 
permasalahan yang berakibat pada pencemaran : 
1) Bahan baku dan bahan penunjang 
a. Bahan baku seperti Tempurung kelapa, kayu petai menghasilkan 
limbah debu, bau dan lembab.  
b. Potensi dampak  nya yaitu jalanan menjadi sempit, tempat 
bersarangnya tikus dan kecoa 
c. Potensi resikonya seperti rawan kecelakaan, kontaminasi penyakit 
d. Upaya pengendalian terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan 
penempatan bahan di tempat yang bersih. 
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e. Pengendalian dari pelaku usaha yaitu pengaturan tempat/wadah 




2) Pra produksi 
a. Proses  pembersihan isi perut ikan menghasilkan (limbah jeroan 
ikan), pencucian ikan menghasilkan (limbah air kotor), pemotongan 
ikan menghasilkan (limbah tulang, kulit, sisik ikan) proses 
pemasangan lidi menyebabkan (lingkungan berbau menyengat), dan 
penataan ikan (terlihat lalat) 
b. Potensi Dampak  yang ditimbulkan yaitu pencemaran air tanah, 
gangguan kenyamanan masyarakat sekitar karena bau yang 
menyengat. 
c. Potensi resiko nya pengolahan yang tidak higienis rentan terhadap 
bakteri sumber dari berbagai penyakit 
d. Pengendalian lingkungan dapat dilakukan dengan cara peningkatan 
higienitas (misalnya penyediaan ruang cuci dan ruang produksi yang 
bersih),  penyediaan IPAL. 
e. Upaya dari pelaku usaha yaitu dengan peningkatan higienitas, 
penyediaan IPAL, tempat penyimpanan yang bersih. 
f. Upaya pengendalian oleh masyarakat yaitu dilakukan kerja bakti 
secara rutin. 
3) Proses produksi 
a. Proses pengasapan menghasilkan (asap, hawa panas) 
b. Potensi dampaknya penurunan kesehatan dan kenyamanan, 
gangguan pada lingkungan sekitar, pencemaran udara.  
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c. Potensi Resiko, proses pengasapan yang dilakukan ditempat terbuka 
rawan menimbulkan resiko kesehatan. 
d. Upaya pengendalian lingkungan dapat dilakukan dengan dibuatkan 
cerobong asap yang memenuhi persyaratan. 
e. Upaya pengendalian dari pelaku usaha, penggunaan masker, 
pemeriksaan berkala pada karyawan. 
f. Upaya pengendalian oleh masyarakat yaitu dengan dilakukan kerja 
bakti secara rutin. 
4) Pasca produksi 
a. Proses  penataan menggunakan wadah seadanya. 
b. Potensi dampak  dari usaha dan/atau kegiatan tersebut penurunan 
kualitas lingkungan. 
c. Potensi resiko yaitu gangguan kesehatan karena memicu 
pertumbuhan lalat  
d. Upaya pengendalian lingkungan dapat dilakukan dengan 
penyediaan ruang penataan dan wadah yang higienis 
e. Upaya pengendalian dari pelaku usaha yaitu peningkatan higienitas, 
penyediaan tempat penyimpanan yang bersih. 
f. Upaya pengendalian oleh masyarakat , masyarakat sebagai fungsi 





Penyebab berbagai dampak pencemaran dari usaha dan/atau 
kegiatan pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon Kecamatan 
Dukuhturi diantaranya : 
1) Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga 
kelestarian lingkungan 
Latar belakang pelaku usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan 
asap di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi mayoritas tidak 
tamat Sekolah Dasar atau hanya tamatan Sekolah Dasar saja. 
Pengetahuan mengenai pengolahan ikan asap terbatas pada bagaimana 
pelaku usaha tersebut dapat menjalankan usahanya dan mendapatkan 
keuntungan.  
2) Faktor kebiasaan 
Usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap ini sudah 
berjalan cukup lama. Proses produksi dari usaha dan/atau kegiatan 
pengolahan ini masih menggunakan cara-cara yang diajarkan orang tua 
mereka terdahulu. Mereka sudah merasa nyaman sehingga cara-cara 
demikian sudah menjadi kebiasaan sehingga sulit apabila harus diubah 
dengan menggunakan alat-alat yang lebih modern.  
3) Tidak adanya pengelolaan terhadap limbah 
Limbah yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan 
pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal terbiasa untuk membuang Limbah padat (kepala ikan, 
tulang dan sisa tubuh ikan) dan limbah cair (darah, lendir, air sisa 
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pencucian ikan) ke aliran sungai. Hal ini dilakukan pelaku usaha karena 
terbatasnya lahan sebagai tepat pembuangan dan pengolahan limbah 
tersebut  
4) Faktor egoisme 
Pola keinginan yang kurang kendali kerap kali terdorong oleh 
faktor yang selalu mementingkan diri sendiri (egocentris).57 
Kepentingan yang berkaitan dengan masalah bersama (public interest) 
biasanya kurang begitu menjadi perhatian banyak orang.58 Kaitannya 
dengan masalah lingkungan, faktor egoisme dapat juga dikatakan 
sebagai hal yang cukup dominan. 
Dalam hal ini pelaku usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan 
asap di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, 
kurangnya keperdulian pengusaha terhadap persoalan debu dan asap 
yang berterbangan ketika proses pengasapan berlangsung, sehingga 
penduduk yang berdiam di sekitar wilayah terganggu kenyamanannya. 
Selama peraturan-peraturan belum ada atau penduduk setempat tidak 
memprotes, pengusaha kerap kali membiarkan hal-hal demikian 
berlangsung. 
5) Tidak adanya keahlian lain 
Sejak dahulu sampai sekarang mata pencaharian utama pelaku 
usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon 
                                                          
57 Siahaan, N.H.T, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan,Jakarta : Erlangga, 2004, 




Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal adalah usaha dan/atau kegiatan 
tersebut.  
6) Faktor pengawasan dan penegakan hukum 
Pengawasan dan pengendalian pencemaran dapat dilakukan 
oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah apabila menimbulkan 
dampak besar dan penting, ketika pelaku usaha dan/atau kegiatan 
tersebut mengurus perizinan untuk usaha mereka dan juga apabila ada 
laporan mengenai permasalahan tersebut dari masyarakat.59  
B. Upaya penyelesaian dampak pencemaran oleh industri pengolahan ikan 
asap dari dinas terkait  
Keberadaan usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap di Desa 
Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sudah berjalan sejak 
lama. Industri ini berjalan sejak lingkungan sekitar usaha dan/atau kegiatan 
belum padat penduduk seperti sekarang ini. Saat ini, jumlah penduduk di Desa 
Pekauman Kulon 5.529 terbagi atas laki-laki sebanyak 2.796 dan perempuan 
2.733 jiwa merupakan termasuk dalam wilayah padat penduduk.60 Kapasitas 
produksi dari usaha dan/atau kegiatan pengolahan ikan asap ini sendiri adalah 
30 sampai dengan 70 kg ikan setiap harinya terdiri dari 10 pengusaha.  
Pengusaha industri pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon ini 
mayoritas adalah  saudara. Untuk tempat pengolahannya sendiri tersentra di 
                                                          
59 Wawancara dengan Dian Aryadi, Kepala Seksi Pemantauan, Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Tegal, Tanggal 02 Januari 2020, Jam 10.10 WIB. 
60 “Profil Desa Pekauman Kulon 2020 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal”, Slawi ayu, 
https://www.slawiayu.com/desa/desa-pekauman-kulon-kecamatan-dukuhturi-kabupaten-
tegal.html, diakses pada 15 Januari 2020 jam 07.45 WIB. 
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wilayah Rw 02 dan Rw 03. Usaha dan/atau kegiatan pengolahan asap ini  terbagi 
dalam dua tipe :  
a. Tipe kecil   
Proses produksi dilakukan oleh pengusaha itu sendiri beserta  keluarganya. 
Kapasitas produksi antara 30 sampai 40 kg perharinya. Berjumlah 3 
pengusaha. 
b. Tipe sedang  
Proses produksi dilakukan oleh pengusaha itu sendiri beserta  keluarganya. 
Kapasitas produksi antara 50 – 70 kg perharinya. Berjumlah  7 pengusaha. 
Potensi dampak Pencemaran dari industri pengolahan ikan asap di Desa 
Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dianggap sebagai 
sumber pencemar yang dikeluhkan oleh masyarakat sekitar. Meskipun 
sebenarnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena apabila terkelola 
dengan baik, banyak limbah yang bernilai ekonomis dari sentra industri 
pengasapan ikan ini. 
Berbagai dampak pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan pengolahan 
ikan asap di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi pada dasarnya 
dikarenakan oleh tanpa adanya pengendalian terhadap limbah yang dihasilkan. 
Untuk dapat menghindari, dan apabila menghindari tidak memungkinkan, 
meminimalkan, meredam dan/atau menyeimbangkan dampak-dampak tersebut 
dilakukan upaya pengendalian dari pengusaha maupun penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan tersebut. Upaya pengendalian ini dapat dilaksanakan 
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pengusaha melalui pemerintah maupun pemerintah daerah berdasarkan hasil 
survey dan peran serta masyarakat sekitar. 
Permasalahan mengenai pencemaran oleh usaha dan/atau kegiatan 
pengolahan ikan asap di Desa Pekauman Kulon Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten Tegal sudah pernah dimusyawahkan secara internal antara 
pengusaha dan masyarakat sekitar. Dari hasil musyawarah tersebut, masyarakat 
menginginkan agar pengusaha dapat melakukan beberapa upaya-upaya 
pengendalian pencemaran, seperti :61 
a) Dibuatkan cerobong asap agar asap dari proses pengasapan tidak menyebar 
luas ke lingkungan sekitar. 
b) Dibuatkan sepitank khusus atau IPAL untuk pembuangan limbah cair. 
c) Disediakan tempat khusus dan tertutup untuk proses pengasapan. 
d) Dilakukan pembersihan rutin untuk menjaga kebersihan dan estetika 
lingkungan sekitar terjaga. 
e) Dilakukan upaya lebih lanjut untuk pengolahan limbah padat. 
Dari hasil penelitian penulis ke tempat usaha dan/atau kegiatan 
pengolahan ikan asap tersebut, ada beberapa upaya dari hasil musyawarah 
tersebut yang belum dijalankan oleh pengusaha ikan asap.62 Upaya tersebut 
diantaranya pembuatan cerobong asap, pembuatan sepitank atau IPAL dan 
masih dilakukan ditempat terbuka. Hal ini sulit untuk dilaksanakan oleh 
                                                          
61 Wawancara dengan Nuriyanto, ketua RW 03 Desa Pekauman Kulon, di rumah Nuriyanto, 
tanggal 01 Desember 2019 jam 16.30  
62 Wawancara dengan Murningsih, Pengusaha Ikan Asap, di rumah Murningsih, tanggal 01 
Desember 2019 jam 17.15 
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pengusaha karena terkendala biaya dan ketersediaan lahan kosong.63 Akan 
tetapi, mereka sudah berupaya untuk selalu melakukan pembersihan secara 
rutin dan pengolahan terhadap limbah dari ikan itu sendiri, seperti pengumpulan 
limbah padat ke pengepul untuk dijadikan makanan ikan. 
Tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut yaitu pada ahirnya 
masyarakat hanya membiarkan usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan 
kebiasaannya berlangsung berulang-ulang setiap harinya.64 Karena masyarakat 
menyadari bahwa usaha dan/atau kegiatan tersebut merupakan sebuah industri 
rumah tangga yang tentunya terasa sulit apabila diharuskan untuk pengadaan 
cerobong asap dan sepitank sendiri. Selain itu, keberadaan industri pengolahan 
ikan asap yang sudah berlangsung lama juga menjadi faktor dari pembiaran dari 
masyarakat sekitar.  
Apabila masyarakat ingin melanjutkan permasalahan tersebut ke 
jenjang yang lebih tinggi, ada rasa kurang enak hati dan kasihan karena usaha 
dan/atau kegiatan tersebut mayoritas adalah sumber mata pencaharian utama 
dari pengusaha pengolahan ikan asap tersebut.65  
Harapan dari masyarakat sendiri, masyarakat menginginkan adanya 
pengawasan dan pengontrolan atau minimal sosialisasi tentang pentingnya 
pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat dari pemerintah. Sehingga 
harapan masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat 
                                                          
63 Ibid.  
64 Wawancara dengan Sorikhi, Warga Desa Debong Wetan, di Jalan Sekitar Industri Ikan Asap, 
tanggal 01 Desember 2019 jam 16.45 WIB. 
65 Wawancara dengan Arif, Warga Desa Pekauman Kulon, di Jalan Sekitar Industri Ikan Asap, 
tanggal 25 November 2019 jam 16.15 WIB. 
68 
 
manjadi kennyataan karena kesadaran untuk menjaga lingkungan menjadi lebih 
besar.   
Sayangnya, upaya-upaya pengendalian terhadap lingkungan hanya 
dapat dilakukan oleh pemerintah apabila adanya laporan dari masyarat atau 
pengusaha tersebut sudah mendaftarkan izin usahanya. Dari hasil wawancara 
penulis dengan pelaku usaha ikan asap di Desa Pekauman Kulon, usaha yang 
mereka jalani tidak memiliki izin lingkungan maupun persyaratan lain yang 
diperlukan dalam pendirian suatu usaha dan/atau kegiatan. Padahal setiap usaha 
dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak di Kabupaten Tegal diwajibkan 
untuk memiliki izin lingkungan yaitu minimal SPPL atau UKL-UPL untuk 
usaha dan/atau kegiatan kecil sampai menengah, AMDAL untuk yang 
berdampak besar dan penting.66 Kebanyakan pelaku usaha tidak mengetahui 
akan keharusan pembuatan izin tersebut mengingat usaha yang mereka jalani 
merupakan usaha mikro atau usaha rumahan dan juga keterbatasan SDM 
pengusaha ikan asap itu sendiri.67  
Tidak adanya izin, karenanya belum dapat dilakukan upaya-upaya 
pengendalian dari dinas terkait pencemaran akibat usaha dan/atau kegiatan 
pengolahan ikan asap tersebut.68 Upaya pengendalian pencemaran dapat 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup 
apabila suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut mempunyai izin lingkungan 
                                                          
66 Wawancara dengan Dian Aryadi, Kepala Seksi Pemantauan, Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Tegal, Tanggal 02 Januari 2020, Jam 10.10 WIB. 
67 Hasil wawancara dengan Khariroh, pengusaha ikan asap, di tempat pengasapan ikan, tanggal 
25 November 2019 jam 15.40 WIB. 
68 Wawancara dengan Dian Aryadi, Kepala Seksi Pemantauan, Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Tegal, Tanggal 02 Januari 2020, Jam 10.10 WIB.  
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maupun adanya pengaduan dari masyarakat mengenai pencemaran ini.69 Izin 
lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan 
usaha dan/atau kegiatan dan izin lingkungan tersebut adalah prasyarat 
memperoleh izin usaha.70 Tujuan diterbitkannya izin lingkungan antara lain 
untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan 
berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang 
berdampak negatif pada lingkungan, memberikan kejelasan prosedur, 
mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan 
untuk usaha dan/atau kegiatan, serta memberikan kepastian hukum dalam usaha 
dan/atau kegiatan.71  
Alasan upaya pengendalian terhadap lingkungan terbatas hanya saat 
adanya laporan dari masyarakat, karena dari dinas sendiri  mengalami beberapa 
kendala dan hambatan dalam pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup. 
Hambatan tersebut antara lain :72 Keterbatasan anggaran jika dibandingkan 
dengan permasalahan lingkungan hidup yang ada serta luas wilayah Kabupaten 
Tegal, Terbatasnya sarana dan prasarana lingkungan hidup, Masih rendahnya 
kesadaran masyarakat, Penegakan hukum yang belum optimal. 
                                                          
69 Wawancara dengan Imam Syarudin, Kepala Bidang PPKLH, Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Tegal, Tanggal 02 Januari 2020, Jam 10.10 WIB. 
70 Quina Margaretha, Annisa Erou, Mengenal Kerangka Pengaturarn Pencemaran Udara 
Indonesia, Paper, Indonesian CeNtre for environmental Law, Oktober 2018, hlm. 8. 
71 “Lebih jauh mengenal izin lingkungan, AMDAL & UKL-UPL”, Info KBN 
https://www.infokbn.com/lebih-jauh-mengenal-izin-lingkungan-amdal-ukl-upl, diakses pada 02 
Januari 2020 jam 20.52 WIB. 
72 R Dhio, “Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal”, 
https://www.slideshare.net/mobile/dhior3/kebijakan-pplh-kabupaten-tegal.ppt diakses pada 03 







Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan diatas, penulis 
menyimpulkan bahwa dampak dari industri pengolahan ikan asap ini adalah 
menyebabkan pencemaran udara oleh asap dan pencemaran sungai, yaitu 
menyebabkan sungai berbau amis dan keruh. Upaya penyelesaian mengenai 
dampak ini dilakukan melalui musyawah internal antara masyarakat sekitar, 
pengusaha dan juga pihak ketiga sebagai mediator. Akan tetapi dalam 
kenyataannya pengusaha ikan asap tersebut belum dapat mejalankan 
sepenuhnya hasil dari musyawarah tersebut.  
B. Saran 
1. Kelestarian lingkungan harus senantiasa dijaga kelestariannya agar tidak 
tercemar 
2. Seharusnya pengusaha memikirkan dampak yang ditimbulkan terlebih 
dahulu sebelum melakukan sesuatu 
3. Pengusaha harus segera sadar diri setelah mengetahui kejadian-kejadian 
yang sudah terjadi agar tidak terulang kembali 
4. Pemerintah juga harus membuat peraturan dan sanksi secara tegas bagi 
pihak-pihak yang telah merusak lingkungan, serta mensosialisasikan kepada 
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